WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR &€ TAHUN 2021
TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Milik
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor 4456)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Nepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan



10.

11.

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6373},
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 193);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor Seri E);
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020

Nomor 8);



12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran
Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2021;
KEDUA ; Alokasi Dana Pembayaran Jasa Pelayanan
Kesehatan Pada Puskesmas Kota Pagar Alam
Sebesar 60% (Enam Puluh Persen);
KETIGA : Alokasi Dana Kapitasi untuk Pembayaran
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas Kota Pagar Alam Sebesar 40%
(Empat Puluh Persen), dengan pembagian sebagai
berikut:
a. Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis
Pakai Sebesar 5% (Lima Persen); dan
b. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Lainnya Sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen).
KEEMPAT ) Segala Biaya Dalam Pelaksanaan Jaminan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini
Bersumber Dari Dana Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2021.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI



